
BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR TA rAHUNZO24

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2424

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimh'ang :

BUPATI HALMAHERA BARAT,

lrahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat {2}
Peraturan Femerintah Nomor 14 Tahun 2424 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2424;
bahrva i:erdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Haimahera Barat tentang Teknis Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2O24;

Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maiuku Tenggara Barat sebagaimana
elah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2000;

3. Undang-undang Nomor L Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupater:
Halmahera Selatan, I{abupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepuiauan
Di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah iLembaran Negara Republik
Incionesia Tahun 2a14 Nomor 244, -l'arnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
teiah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2A22 teniang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan
Lemiraran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang Nomor 5 Tahun 2A1,4 tentang Aparatur Sipil
Negara;
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Menetapkan :

6. Und.ang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antlra Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah;
T.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2awtentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;
B. peraluran Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang

PemberianTunjanganHariRayaDanGaji-KetigaBelas
Kepada Aparatur Nlgara, Pensiunan, Penerima Pensiun'

dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 {Lembaran Negara

Republiklnd.onesiaTahun2a24Nomor50,Tambaharr
LembaranNegaraRepubiiklndonesiaNomor69ll};

g. peraturan Me-nteri nitam Negeri Nomor 80 Tahun 20i5
tentangPembentukanProd.ukHukumDaerah(Berita
NegaraRepublikindonesiaTahun2015Nomor2036)
sebagairnana teiah dii-rbah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2a18 tentang Perubahan

atas Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 TahUn

2015 tentang Pembentukan Froduk Hukum Daerah

{Berita Negara Repu}:1ik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor
I { /t.
LJt l,

10. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor v7 Tartu.n 2a20

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11 . perat..ir-., Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2

Tahunzo22tentangPengelolaanKeuanganDaerah;
L2. ?eraturan Daerah Kabqpaten Halmahera Barat Nornor i

Tahun 2a24 tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja

DaerahKabupatenHalmaheraBaratTahunAnggaran
2*24;

13. Peraturafl Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2*24
rentang renjabaran Anggarari pendapaian rian Beianja

Daerah Katrupaten Halmahera Barat ?ahun Anggaran

2A24;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI F{ALMAHERA BARAT TEI{TANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI

KETiGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

FENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024,

BAB I
KTTEN?UAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat'
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah

.,
J.
a.

(

Kabupatea
Halmahera Barat.
Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat'
Seiretaris Daerah aclalah Sekretaris Daerah Kabupa*'en

Halmahera Barat.
Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala

organisasi Perangkat Dearah Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera Ba.ra-t.
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6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dern'an

Perr,r,akilan Ra$at Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan priniip Negara Kesatuan Repubiik Indonesia

sebagaimana climaksud dalam undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945'

T. pefawai Nlgeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
\4iarga negara indonesia -Y-ang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sel:agai Aparatur sipii Negara secara tetap oleh

Pejalrat Pembina Kepegarnaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.
B. Fejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat

.r*g*.u. iaiin.r,a yang ditentukan oleh peratliran perundang

unelangan.
g. enggota Dervan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkatAnggotaDPRDadalahadalahAnggotaDPRD
KabuPaten Halmahera Barat'

10. calon Peganrai Negeri sipil yang selanjutnya ciisehut

cPNs adalah Pegarn'ai yang baru luius tes seleksi penerimaan

Caion Pegaw.ai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawar

Negeri Sipil belum mengikuti kew'ajiban untuk memeni-lhi

syiat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %'

1 i. Pegarvai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja y'ang

selanjutnya ciisebut PPPK aclaiah warga Negara Ind"onesia

yang memenuhi syarat tertentu, -Yang diangkat berdasarkan
"perlanjian kerja untuk jangka r,vaktu tertentu daiam rangka

melaksanakan tugas pemerintahan'
12. Hari Ra3ra adalah hari raSza Idul Fitri'

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELJTS

Pasal 2

{i i Fernberian tur-rjairgan Fiari Raya dai: Gaji Ketiga Beias diirerikan
kepada:
a. PNS dan caion PNS yang bekerja pada instansi daerah;

il. PPPK.vang bekerja pada instansi daerah;
Bupati dan Wakii BuPati;
Pimpinan dan Anggota DPRD;
fimpinan Badan La-l''anan Umum Daerah;dan
pegarvai Non Pegawai Aparatur sipil negara pada perangkat

claerah _vang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan

Layanan Llmum Daerah;

{2} ?un;angan F{ari Ra3'a tidak diberikan kepada FNS:

a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
b. sedang ditrgu.=kan di luar instansi pemerintah baik di dalam

negeri *..ip* diluar negeri yang gajinya dibayar oleh

instansi temPat Penugasan'

Pasal 3

{iJ Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2

ayat i1) terdiri atas:
a. Gaji Pokok;
b. Tun"jangan keluarga;
c. T:-rn;angae Pangan;
d. TunJa*g*o jabaran atau tuniangall umum; dan

C.
.1Lt.

e.
f.
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e.Tambahanpenghasilanpalingbanyaksebesaryangditerima
dalam r i""1"1'[..u.r, bagi instansi pemerintah daerah yang

memLrerikantambahanpenghasilandenganmemperhatikan
kemampu;; 

-t;p"sitas-fiskai 
daerah dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan'

(2)Dalamhalguruyanggajipokoknyabersumberdarianggarall
pendapat"" 0", n"i^i:^ daerah tidak menerima tambahan

pengahasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e'

ir"pit diberikan pu.Iirrg banyak sebesar tunjangan profesi guru

atau paling ban5rak- sebesar tambahan penghasilan guru

AparatursipitNegara.vangditerimadalaml(satu)bulan.
(3) Tunjangan irari flaya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan
' 'enggota Dernan Pirwakilan Rakyat Daerah, paling banl'ak

se'besar akumulasi dari uang representasi, tunjafl'gan keluarga'

dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Der"'arr

Perw,akiian Ralryat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan

*.1*irri"trr"tir ei*pinan dan Anggota Deu'an Perwakilan Rakvat

Daerah.
(a) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:

a. Fimpinan Badan Layanan UmumlBadan Layanan Umurrr

Daerah; dan
b. Pegar,r.ai non-Pegawai Aparatur sipil Negara yang bertugas

p*I* instansi pemerintah 3.ang ri:renerapkan pola pengelolaan

keuangan Badan Lal.,anan urnum/tsadan LaYanan umum
Daerah.

paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas

y*ng[l6*rik*.r kepada PNS parla Badan Layanan Umum/Badan
L*yirru,., Umum Daerah tersebut yang pangkat, jaLratan,

peringkat jabatan, atau keias jabatannYa setara'

{5) 
-Dalam 

trai penghasiian 1 (satu} bulan pada 2 (dr-ia} buian
sebelum buiin Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat {i)
belum dibayarkan sebesar penghasilan ],-ang seharusnya
diterima karena berubahnya penghasilan, kepada -Yang
bersangkuttan ieiap diberikan selisih kekurangan Tirnjangan
Hari Raya.

(6) Penghasiian sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi cPNs
meliputi:
a. 80 Yo (delapan puluh persen) dari gaji po'kok PNS;

1:. Tunjangai-r keluar ga:
c. Tunjangafl Pangan;
d. Tunjangan umum; dan
e. Tambahan penghasilan paiing banyak sebesar yang diterima

daiam I (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang
memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan
kemampuan kapasitas tiskal daerah dan sesuai clengan
ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pemberian Gaji Ketiga Belas
T|qeql I

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis
Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat {2) , ayat (3}, ayat
(4], a-vat (5) dan ay'at {6}.
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BAB III
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
m---:- tr^-.! E----r urrJarrEa:J;" rraya.

{i} Tunjangan Hari Ra}za untuk Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan dibayarkan
paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari
rl^ -,^l\.M-,.

{2i Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1i belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Ra-va

dapat diba-varkan seteiah tanggal Hari Raya.

{3) Besaran tunjangan Hari Raya yang diba.r-arkan
sebagaimana ciimaksud pada ayat {1i diCasarkan pada
besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada
bulan Maret Tahun 2A24.

(4) Tunjangan Hari Raya tidak dikenakatr potongan iuran
)^^ l ^+^,r .^^4^ l^:.^ t^^-l^^^..t-^.^ 1-^+^-+,,^-l-JdltilALA(l iJULUliBAil iil.ill UUlLlii.sir.ll\il.ii i\t;Lt:ITLL{ir.tr ptjtir.LLlriall

perundang-undangan.
(5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat {3}

dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ditanggung
pemerintah.

i6i Proses Pemba.varan Tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

tt--t-- lr^5---E aE,rilrr r}$ttllal

Gaji Ketiga Belas
Pasal 6

{i} Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diLrayarkan paling cepat pada trulan Juni Tahun 2A24.

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat
dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.

(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat tl)
besarannya yaitu sebesar penghasiian 1 (satu) bulan pada
bulan Mei Tahun 2024.

(a) Gaji Idetiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau
potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{5) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ditanggung
pemerintah.

{6j Proses Pembayaran Gaji Ketiga Belas Cilakukan sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENDAIIIAAN

Pasal 7

Pendanaan peml-rerian tunjangan hari ra-1,a Can gaji ketiga belas
dapat bei:suraber dari :

a. Anggaran penclapatan dan beianja Daerah;
b. Sumber pembiay-aan lain -y---ang sah dan tidak mengikat" ,x



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor t2 Tahun 2423 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Ra-va dan Gaji Ketiga Beias kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Tahun 2A23 dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A car cafian nron fi mpn aetah r r irr.'o memarirrtalr Iran r.rFrr o! r n,'lq n crcni r6cii iuLi*ji v'r qi i6 i r iLi i6L Lui! qr r rJv u. ri iL rrrL r i r t Lqt I rrur I }JUt

Peraturan Bupati ini dengan penelxpatannya dalam Berita ilaerah
Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di :

Pada tanggai :

ERA BARAT,

Jailolo
tg 2A24

Pejabat Paraf
I

Sekretaris Daerah ft
Ass Bid. Adm Urnurn ' 

0o/
Kabag Hukum & Orgs V

pada tanggal 16 Maret 2A24
Diundangkan di Jailolo

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

IlE. SYAH ABD RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Hukum Dan Organisasi

Lalomo,
lY la

BUPATI

2A24 NOMOR..?.

SH. LL.M

1 009

JAMES UANG

Nip. 19730128 2A06A4
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